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Abstrak

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh masih adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim ketika
menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga, meskipun telah terdapat
pengaturan khusus dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan
Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan
yuridis hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga
berdasarkan Putusan Nomor: 430/Pid.Sus/2025/PN. Bjm serta menilai kesesuaiannya dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip keadilan bagi korban. Penelitian ini
menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan,
pendekatan kasus, dan pendekatan konseptual. Bahan hukum primer, sekunder, dan tersier
dikumpulkan melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian
menunjukkan bahwa hakim telah mendasarkan putusan pada alat bukti yang sah sesuai hukum
acara pidana serta mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan. Namun,
pidana yang dijatuhkan dinilai belum sepenuhnya mencerminkan tujuan Undang-Undang Nomor
23 Tahun 2004 karena belum memberikan perlindungan dan efek jera yang optimal serta belum
sepenuhnya memenuhi rasa keadilan bagi korban. Penelitian ini menyimpulkan bahwa
pertimbangan hakim telah memenuhi aspek pembuktian secara yuridis, tetapi masih memerlukan
penguatan pada aspek perlindungan korban, tujuan pemidanaan, dan keadilan substantif dalam
penjatuhan pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga.

Kata Kunci: Pertimbangan Hakim; Kekerasan Dalam Rumah Tangga; Pemidanaan; Keadilan;
Putusan Pengadilan.

INTRODUCTION / LATAR BELAKANG

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang
menimbulkan penderitaan fisik, psikis, seksual, maupun kerugian sosial bagi korban. Meskipun
Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan
Dalam Rumah Tangga sebagai dasar perlindungan hukum terhadap korban, praktik penegakan
hukum masih menunjukkan adanya perbedaan dalam pertimbangan hakim ketika menjatuhkan
pidana terhadap pelaku. Perbedaan tersebut tidak hanya memengaruhi kepastian hukum, tetapi
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juga berimplikasi terhadap perlindungan korban, efek jera bagi pelaku, serta terwujudnya rasa
keadilan.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan
dalam rumah tangga, baik dari aspek penerapan unsur tindak pidana maupun kesesuaian putusan
dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Penelitian-penelitian tersebut pada
umumnya menyimpulkan bahwa hakim telah menggunakan pertimbangan yuridis dan non-yuridis
dalam menjatuhkan pidana, namun masih ditemukan adanya perbedaan dalam berat ringannya
pidana serta penekanan terhadap perlindungan korban. Sebagian penelitian juga lebih berfokus
pada pemenuhan unsur tindak pidana tanpa mengkaji secara mendalam hubungan antara
pertimbangan hakim, tujuan pemidanaan, dan prinsip keadilan dalam putusan yang dianalisis.
Berdasarkan kondisi tersebut, masih terdapat kebutuhan akan penelitian yang secara khusus
mengkaji pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm sebagai studi
kasus. Penelitian ini tidak hanya menganalisis pertimbangan yuridis hakim berdasarkan alat bukti,
pemenuhan unsur tindak pidana, dan ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menilai
kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 serta prinsip keadilan bagi korban.
Dengan demikian, penelitian ini memiliki kebaruan pada analisis yang mengintegrasikan
pertimbangan yuridis hakim dengan teori keadilan dan teori pemidanaan untuk mengevaluasi
kualitas putusan secara normatif.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis hakim dalam menjatuhkan
pidana terhadap pelaku kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Putusan Nomor
430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm serta menilai kesesuaiannya dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan prinsip keadilan bagi korban.

RESEARCH METHOD/METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif (normative legal research) dengan desain
penelitian deskriptif-analitis. Penelitian difokuskan pada analisis norma hukum yang mengatur
tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga serta penerapannya dalam Putusan Nomor
430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-
undangan (statute approach), pendekatan kasus (case approach), dan pendekatan konseptual
(conceptual approach). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji ketentuan
dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah
Tangga, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,
serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan. Pendekatan kasus dilakukan melalui
analisis terhadap Putusan Nomor 430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm, sedangkan pendekatan konseptual
digunakan untuk menganalisis teori pertimbangan hakim, teori keadilan, dan teori pemidanaan
sebagai landasan analisis.

Bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan
hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan putusan
pengadilan yang menjadi objek penelitian. Bahan hukum sekunder diperoleh dari buku, jurnal
ilmiah, hasil penelitian, serta literatur yang berkaitan dengan pertimbangan hakim dan tindak
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pidana kekerasan dalam rumah tangga. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum,
ensiklopedia, serta sumber pendukung lainnya yang membantu menjelaskan istilah dan konsep
hukum.

Pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan dengan menelaah berbagai
peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, buku, dan artikel ilmiah yang relevan.
Seluruh bahan hukum kemudian dianalisis secara kualitatif melalui tahapan identifikasi,
klasifikasi, interpretasi, dan penarikan kesimpulan. Analisis difokuskan pada pertimbangan yuridis
hakim, pemenuhan unsur tindak pidana, penerapan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, serta kesesuaiannya dengan prinsip
keadilan dan tujuan pemidanaan.

RESULTS AND DISCUSSION / HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian  ini  menunjukkan bahwa Majelis Hakim dalam  Putusan  Nomor
430/P1d.Sus/2025/PN.Bjm mendasarkan putusannya pada pertimbangan yuridis yang meliputi
dakwaan penuntut umum, keterangan saksi, alat bukti surat, barang bukti, keterangan terdakwa,
serta fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan. Berdasarkan alat bukti tersebut, hakim
menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kekerasan
fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta tindak pidana
pengancaman. Pemenuhan unsur tindak pidana telah didasarkan pada sistem pembuktian menurut
Pasal 183 KUHAP, sehingga secara formal pertimbangan hakim telah memenuhi ketentuan hukum
acara pidana.

Meskipun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa pidana penjara selama tiga bulan lima
belas hari yang dijatuhkan kepada terdakwa belum sepenuhnya mencerminkan tujuan dibentuknya
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pertimbangan hakim lebih berorientasi pada pembuktian
unsur-unsur tindak pidana dibandingkan dengan perlindungan korban dan pencapaian efek jera
terhadap pelaku. Akibatnya, putusan tersebut masih menimbulkan pertanyaan mengenai
terpenuhinya rasa keadilan substantif bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum pidana dalam perkara kekerasan dalam
rumah tangga tidak cukup hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur tindak pidana. Hakim juga
perlu mempertimbangkan tujuan pemidanaan yang meliputi perlindungan korban, pencegahan
terulangnya tindak pidana, pembinaan pelaku, serta pemulihan ketertiban masyarakat. Dalam
perspektif teori keadilan, putusan pengadilan tidak hanya dituntut memberikan kepastian hukum,
tetapi juga harus mampu mewujudkan keseimbangan antara kepentingan korban, pelaku, dan
masyarakat. Oleh karena itu, penjatuhan pidana seharusnya mempertimbangkan dampak
kekerasan yang dialami korban agar putusan benar-benar mencerminkan keadilan substantif.
Hasil penelitian ini memiliki persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu yang menyatakan
bahwa hakim pada umumnya telah menerapkan ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
melalui pemenuhan unsur tindak pidana dan alat bukti yang sah. Namun demikian, penelitian ini
menunjukkan perbedaan pada fokus analisis. Penelitian ini tidak hanya mengkaji terpenuhinya
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unsur tindak pidana, tetapi juga mengevaluasi kesesuaian pertimbangan hakim dengan tujuan
Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, teori pemidanaan, dan teori
keadilan. Berdasarkan analisis tersebut, ditemukan bahwa meskipun aspek yuridis telah diterapkan
secara tepat, aspek perlindungan korban dan efek preventif pidana masih belum memperoleh
perhatian yang proporsional dalam pertimbangan hakim.

Temuan penelitian ini memberikan implikasi bahwa hakim dalam memutus perkara kekerasan
dalam rumah tangga perlu mengintegrasikan pertimbangan normatif dengan tujuan perlindungan
korban sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004. Pendekatan
tersebut diharapkan mampu menghasilkan putusan yang tidak hanya memberikan kepastian
hukum, tetapi juga mewujudkan keadilan dan kemanfaatan hukum secara lebih optimal. Penelitian
ini terbatas pada analisis terhadap satu putusan pengadilan sehingga hasilnya belum dapat
digeneralisasikan untuk seluruh perkara kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, penelitian
selanjutnya diharapkan dapat membandingkan beberapa putusan pengadilan agar diperoleh
gambaran yang lebih komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara
kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia.

CONCLUSION/KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor
430/Pid.Sus/2025/PN.Bjm telah memenuhi aspek yuridis melalui penerapan ketentuan
pembuktian berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan pemenuhan unsur
tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang
Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Namun demikian, penjatuhan pidana masih lebih
menitikberatkan pada pembuktian formal dibandingkan dengan pencapaian tujuan pemidanaan,
khususnya perlindungan korban, pemberian efek jera kepada pelaku, serta terwujudnya keadilan
substantif. Hasil penelitian in1 memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian hukum
pidana dengan menunjukkan bahwa evaluasi terhadap putusan hakim tidak hanya perlu didasarkan
pada terpenuhinya unsur tindak pidana, tetapi juga harus mempertimbangkan kesesuaiannya
dengan tujuan pembentukan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga,
teori pemidanaan, dan teori keadilan.

Temuan penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi hakim dan aparat
penegak hukum dalam meningkatkan kualitas pertimbangan putusan pada perkara kekerasan
dalam rumah tangga agar lebih berorientasi pada perlindungan korban tanpa mengabaikan
kepastian hukum dan kemanfaatan. Penelitian ini masih terbatas pada analisis terhadap satu
putusan pengadilan sehingga penelitian selanjutnya disarankan melakukan studi komparatif
terhadap beberapa putusan pada berbagai pengadilan untuk memperoleh gambaran yang lebih
komprehensif mengenai konsistensi pertimbangan hakim dalam perkara kekerasan dalam rumah
tangga serta efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dalam praktik
peradilan.
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